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PUTUSAN
Nomor 0000/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili
perkara pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat nikah dalam rangka Cerai Gugat

antara:

PEMBANDING, tempat tanggal Pandeglang—Provinsi Banten. Dalam hal ini
memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat/Penasehat, yang
berkantor Cilegon sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal Kabupaten Pandeglang—Provinsi Banten.
Dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada
Advokat/Penasehat, yang berkantor di Pandeglang-Banten,

sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan

perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA
Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yag
dijatuhkan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Pdlg.,
tanggal 21 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Safar
1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat () dengan Tergugat () yang
dilangsungkan tanggal 13 April 2020 di Kecamatan Cibaliung-Kabupaten
Pandeglang;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 1.016.000,00 (satu juta enambelas ribu rupiah);

Bahwa, Tergugat/Pembanding hadir pada waktu pembacaan putusan.
Terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan banding sebagaimana
ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Pandeglang pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 dan
telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 09
Oktober 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding melalui Kuasanya

tertanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut hemat PEMBANDING Judex Facti (Pengadilan Agama
Pandeglang) telah salah menerapkan hukum yang berlaku maupun salah

menafsirkan hukum;

- Bahwa PEMBANDING sangat keberatan dan tidak dapat menerima
pertimbangan hukum dari Judex Facti, karena telah melakukan prosedur
hukum acara peradilan (litigasi) yang tidak benar, dan mengabaikan fakta-
fakta yang ada serta tanpa menilai sama sekali bukti-bukti yang diajukan
oleh PEMBANDING;

- Bahwa didalam gugatan TERBANDING di tuliskan mengenai identitas Dessy
Permatasari, S.Kep., Ners. binti Endang D. akan tetapi didalam putusannya
Majelis Hakim Tingkat Pertama menghapus identitas nasab/binti nya tersebut
dengan menulis Dessy Permatasari, S.Kep., Ners. Hal ini MELANGGAR
ASAS HAKIM BERSIFAT PASIF;

- Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
persidangannya memakai hakim tunggal tetapi dalam putusannya di ttd. oleh
3 Hakim yang seharusnya itu tidak dibenarkan, bagaimana dapat
musyawarah majelis ketika hanya ada satu majelis yang meriksa keterangan

dari saksi-saksi dan bukti-bukti;

- Bahwa jumlah hakim saat memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan
berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman itu adalah sekurang-
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kurangnya 3 orang Hakim, sehingga yang dilakukan Majelis Hakim tingkat
pertama dalam putusannya harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM karena

tidak sesuai dengan prosedur UU Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim melegalkan pemalsuan identitas
sebagaimana poin diatas tersebut “Menimbang, bahwa meskipun dalam alat
bukti T.1-T.4 adalah persyaratan pencatatan pernikahan pencantuman nama
orang tua Penggugat adalah Endang D, namun Majelis Hakim menilai hal
tersebut adalah semata-mata untuk pengurusan administrasi pencatatan
pernikahan disebabkan dokumen pendukung untuk pendaftaran pencatatan

pernikahan termuat didalamnya nama Endang D. sebagai ayah Penggugat”;

Bahwa Memori Banding tersebut sudah diberitahukan kepada
Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2020, Terbanding melalui Kuasanya
mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera
Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa Putusan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan pantas
untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat banding;

- Bahwa apa yang di paparkan Pembading dalam memori bandingnya tidak
sesuai dengan fakta persidangan dan terlalu mengada ngada, sehingga
pantas untuk di kesampingkan seluruhnya;

Bahwa Pembanding dan Terbanding sudah diberitahukan untuk
memeriksa berkas perkara banding masing—masing pada tanggal 14 Oktober
2020. Berdasarkan Keterangan Panitera pada tanggal 15 Oktober 2020 baik

Pembanding maupun Terbanding telah melakukan inzage;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding
atas putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 000/Pdt.G /2020/PA.PdIg.
tanggal 21 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar
1442 Hijriyah berdasarkan pasal 6 Undang- Undang Nomor 20/1947 Tentang
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Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. pasal 61 Undang—Undang Nomaor
7/1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3/2006 dan
perubahan kedua dengan Undang—Undang Nomor 50/2009 Tentang Peradilan
Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing
mengajukan permohonan banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang
waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat
(1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang
Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil
harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga
sebagai judex facti dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka
dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,
dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pandeglang yang
dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang
pada tingkat banding sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 194/K/Sip./1975 jo. Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1043/K/Sip./1972;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim
Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak
berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi
dengan Mediator Syakaromilah, S.H.l.,, M.H., tertanggal 09 Juli 2020 namun
ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi
ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian
perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;
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Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian yang tertulis
dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama
Pandeglang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan
dan pendapat Pengadilan Agama Pandeglang tersebut dan oleh karenanya
pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam
putusan Tingkat Banding a quo;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat, pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang
perlu ditambahkan dengan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ketika akan
dilaksanakan akad nikah, Bapak Endang Darmawan mengatakan bahwa
dirinya tidak berhak dan tidak berwenang menikahkan Penggugat/Terbanding,
karena Penggugat/Terbanding sejak kecil diasuh dan dipelihara sampai saat ini
sebenarnya bukan ayah kandung dari Penggugat/Terbanding dan sudah
berusaha mencari orang tua kandungnya akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pernyataan Bapak Endang
Darmawan tersebut saksi pernikahan yaitu KH. Haetami dan K. Agus
bermusawarah dan menunjuk saudara Kholid untuk menikahkan
Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang kebetulan telah
terbiasa menikahkan dan tidak ada halangan dan hubungan kekerabatan
apapun baik dengan Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding,
maka terlepas dari status saudara Kholid itu staf KUA. atau bukan, rukun nikah
berdasarkan ketentuan hukum Islam akad nikah Penggugat/Terbanding dengan
Tergugat/Pembanding telah terpenuhi, hal ini telah sesuai dengan Ketentuan
Pasal 2 ayat (1) Undang—Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa mengenahi keberatan Pembanding/Tergugat
tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama menghilangkan kata binti Endang
Darmawan, Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat tidaklah aktif dan
berlebihan, karena putusan Pengadilan merupakan dokumen hukum yang bisa
dijadikan pedoman dan menerangkan status seseorang beserta hak dan
kewajibannya, berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata
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Penggugat/Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan
Endang Darmawan, maka sudah sepatutnya hubungan nasab dengan Endang
Darmawan tersebut harus dihilangkan menginat nasab seseorang tidak boleh

dikaitkan kepada orang yang tidak semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik
Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding dan saksi—saksi
menerangkan memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini
terjadi karena adanya kehamilan Penggugat/Terbanding yang tidak diakui oleh
Tergugat/Pembanding bahwa anak yang dikandung Penggugat/Terbanding
bukanlah anak Tergugat/Pembanding dan menyuruh Penggugat/Terbanding
untuk melakukan tes DNA. keadaan ini membuat Penggugat/Terbanding tidak
nyaman dan tidak dipercaya lagi oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga dimana
Penggugat/Terbanding tidak merasa nyaman dan tidak dipercaya lagi bahkan
dicurigai berselingkuh dengan mantan pacarnya yang bernama Ari, maka
rumah tangga tersebut telah kehilangan ruh sakinah mawadah wa rohmah
sehingga kebahagiaan lahir batin dan keharmonisan sebagaiman diamanatkan

Pasal 1 Undang—Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten
berpendapat bahwa pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk
hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu
mitsaqon gholizan (perjanjian suci) yang untuk putusnya tidak boleh hanya
diukur dengan adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan
telah yakin dengan alasan yang diperoleh dalam proses persidangan, bahwa
pernikahan tersebut tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmabh, berarti keluarga kedua

belah pihak sudah pecah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya antara suami istri sudah diwarnai dengan kecurigaan dan ketidak
percayaan akan sulit untuk menyatukan kembali keduanya untuk mewujudkan

rumah tangga yang penuh rohmah dan kasih sayang, justru sebaliknya akan
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menimbulkan kemudorotan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah
satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keadaan seperti diuraikan di atas maka antara
Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri terbukti
tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam berumah tangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. Dan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madaa
Hurriyatuz Zaujaeni Fith Thalaq juz 1 halaman 83 yang artinya berbunyi
sebagai berikut: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi, nasehat
perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab
meneruskan perkawinan berarti menghukum suami atau isteri dengan penjara
yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat

keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa kriteria Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum
Islam diperjelas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/Ag/1980
menunjukkan perkawinan telah pecah, dengan demikian alasan perceraian
yang diajukan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan tersebut di
atas, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa
Penggugat/Terbanding telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan
perceraian, oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan
Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan seperti tersebut
di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor
000/Pdt.G/2020/PA.Pdlg., tanggal 21 September 2020 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 04 Shafar 1442 Hijriah patut dikuatkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang—

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang—Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya
perkara dalam Tingkat Banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

- Menguatkan  putusan  Pengadilan Agama  Pandeglang = Nomor
000/Pdt.G/020/PA.Pdlg, tanggal 21 September 2020 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 04 Shafar 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 02 Desember
2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh
Kami Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.
Noor Achyad, HW, S.H., M.H., dan Drs.H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Banten berdasarkan penetapan Nomor 0083/Pdt.G/2020/PTA.Btn.,
tanggal 12 November 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Mukhtar, M.H.,
sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara.
Ketua Majelis,
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Drs. H. Akhmad Syamhudi .S.H.,.M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Noor Achyad HW., S.H., M.H. Drs.H.Tubagus Suhaimi,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mukhtar, M.H.
Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Adm/pemberkasan : Rp134.000,00

2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya meterai :Rp 6.000,00
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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